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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Perdagangan manusia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

bukan sekadar angka dalam laporan atau kasus yang sesekali muncul di halaman 

berita. Di Maumere, ini adalah kenyataan yang sudah berlangsung lama dan terus 

berulang, menyentuh langsung kehidupan warga yang paling rentan: perempuan 

muda yang merantau dengan harapan, anak-anak yang dijanjikan masa depan lebih 

baik, dan keluarga yang hanya bisa menunggu di kampung tanpa kabar yang jelas. 

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi. 

Pertama, perdagangan manusia di Maumere memiliki pola yang cukup 

konsisten dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan TRUK-F sejak tahun 2000 

hingga 2026, kasus terus muncul dengan modus yang tidak jauh berbeda: iming-

iming pekerjaan dengan gaji besar, rekrutmen melalui orang-orang terdekat, dan 

jerat utang yang membuat korban sulit keluar dari situasi eksploitasi. Kasus 17 anak 

di pub-pub Maumere pada 2021, keterlibatan oknum anggota DPRD Sikka pada 

2024, dan kasus Pub Eltras yang menghebohkan pada awal 2026 dengan 13 

perempuan asal Jawa Barat adalah bukti nyata bahwa pola ini tidak berubah secara 

signifikan, bahkan cenderung semakin berani karena hukum belum memberikan 

efek jera yang cukup. 

Kedua, ada tiga akar utama yang membuat Maumere terus rentan: 

kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja lokal, rendahnya kesadaran masyarakat 

tentang modus-modus perdagangan manusia, dan lemahnya penegakan hukum. 

Ketiga faktor ini saling bertautan dan memperkuat satu sama lain. Selama 

kemiskinan belum diatasi secara serius, tawaran kerja dengan gaji besar akan tetap 

menggoda. Selama masyarakat belum cukup kritis membaca tawaran yang 

mencurigakan, para calo akan terus menemukan korban baru. Dan selama hukum 

masih bisa dipermainkan, pelaku tidak akan pernah benar-benar jera. 

Ketiga, Gereja Katolik di Maumere memiliki potensi yang sangat besar 

untuk terlibat dalam penanggulangan perdagangan manusia, mengingat lebih dari 

90% penduduk Kabupaten Sikka beragama Katolik. Ajaran Sosial Gereja, mulai 
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dari prinsip martabat manusia sebagai Imago Dei hingga semangat solidaritas yang 

ditekankan dalam berbagai dokumen Gereja seperti Laudato Si, Evangelii 

Gaudium, dan Pastoral Orientations on Human Trafficking, semuanya memberikan 

fondasi moral yang kuat untuk terlibat secara aktif. Namun, penelitian ini juga 

menemukan bahwa masih ada jarak yang cukup nyata antara semangat yang tertulis 

dalam dokumen dengan praktik di lapangan. 

Keempat, peran TRUK-F sebagai lembaga advokasi berbasis Gereja 

menunjukkan bahwa keterlibatan konkret yang dilandasi kepercayaan masyarakat 

bisa menjadi kunci dalam penanganan kasus. Kasus Pub Eltras membuktikan hal 

ini: seorang korban lebih memilih menghubungi seorang suster daripada melapor 

ke polisi, karena kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Ini adalah 

modal sosial yang luar biasa, sekaligus pengingat bahwa sistem perlindungan 

formal masih belum cukup dipercaya oleh mereka yang paling membutuhkan. 

Kelima, pendekatan pastoral yang ada saat ini masih lebih banyak bersifat 

reaktif dan karitatif. Gereja hadir dan bergerak cepat ketika ada kasus, tetapi belum 

cukup serius menangani akar masalahnya secara struktural. Kontroversi yang 

muncul ketika seorang imam Keuskupan Maumere menjadi kuasa hukum tersangka 

TPPO dalam kasus Pub Eltras menjadi cermin nyata bahwa pemahaman tentang 

keberpihakan pada korban belum merata di seluruh tubuh Gereja. Ini bukan hanya 

soal pilihan satu individu, melainkan persoalan konsistensi institusional yang perlu 

segera diperbaiki. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan perdagangan 

manusia di Maumere membutuhkan lebih dari sekadar respons terhadap kasus yang 

sudah terjadi. Diperlukan pendekatan pastoral yang menyeluruh: preventif melalui 

pendidikan dan pemberdayaan ekonomi komunitas, kuratif melalui pendampingan 

korban yang holistik, serta struktural melalui advokasi kebijakan yang berani dan 

konsisten. Gereja, dengan seluruh jaringan dan kepercayaan yang dimilikinya, 

berada pada posisi strategis untuk menjadi penggerak perubahan itu, yang penting 

ada kemauan untuk bergerak melampaui zona nyaman pelayanan ritualistik menuju 

keterlibatan sosial yang lebih dalam dan sungguh transformatif. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konkret bagi berbagai pihak yang 

terlibat dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di Maumere. 

5.2.1. Bagi Keuskupan Maumere dan Gereja  

Keuskupan Maumere dan Gereja secara institusional, perlu segera 

dirumuskan kebijakan internal yang jelas dan mengikat tentang posisi Gereja dalam 

isu TPPO. Kebijakan ini tidak boleh hanya bersifat deklaratif, tetapi perlu disertai 

mekanisme akuntabilitas yang nyata, termasuk sanksi bagi anggota Gereja yang 

mengambil posisi bertentangan dengan komitmen tersebut. Selain itu, pelatihan 

tentang perdagangan manusia perlu diperluas ke seluruh jaringan paroki dan stasi, 

tidak hanya terbatas pada lembaga yang sudah aktif seperti TRUK-F dan Caritas. 

Tanggal 8 Februari, Hari Doa Sedunia Menentang Perdagangan Manusia, perlu 

dijadikan momentum yang lebih bermakna di tingkat paroki; bukan sekadar 

peringatan liturgis biasa, melainkan juga ruang edukasi umat yang terprogram dan 

serius. 

5.2.2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sikka  

Pemerintah daerah Kabupaten Sikka, perlu ada langkah nyata untuk 

memperketat pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja, terutama yang 

beroperasi di desa-desa. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi sesekali, tetapi perlu 

ada sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat. Penegakan 

hukum terhadap kasus TPPO juga harus lebih tegas dan konsisten; hukuman yang 

terlalu ringan atau penggunaan undang-undang yang tidak tepat, seperti yang terjadi 

dalam kasus anggota DPRD Sikka pada 2024, hanya akan memperkuat kesan 

bahwa perdagangan manusia bisa diurus dengan cara-cara yang tidak sungguh-

sungguh serius. Anggaran perlindungan bagi kelompok rentan juga perlu 

ditingkatkan secara nyata, bukan hanya angka di atas kertas. 

5.2.3. Bagi TRUK-F dan lembaga advokasi 

TRUK-F dan lembaga advokasi sejenis, kerja yang sudah dilakukan selama 

ini patut diapresiasi dan perlu terus dikembangkan. Namun ada satu hal yang perlu 
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diperkuat secara serius: sistem dokumentasi kasus yang lebih terstruktur dan 

berbasis data. Evaluasi program tidak bisa hanya mengandalkan narasi dan cerita 

sukses; dibutuhkan data yang jujur tentang berapa kasus yang berhasil diselesaikan 

secara hukum, berapa korban yang berhasil pulih secara penuh, dan berapa yang 

tidak pernah tertangani. Data inilah yang nantinya akan memperkuat advokasi dan 

membuat suara TRUK-F lebih didengar dalam forum-forum kebijakan di tingkat 

lokal maupun nasional. 

5.2.4. Bagi masyarakat Maumere  

Masyarakat Maumere secara umum, perlu ada pergeseran cara pandang 

tentang korban perdagangan manusia. Mereka bukan aib yang harus ditutup rapat, 

bukan pula orang yang seharusnya menanggung malu sendirian. Mereka adalah 

korban kejahatan yang membutuhkan dukungan nyata, bukan penghakiman. 

Komunitas Basis Gerejawi (KBG) bisa memainkan peran penting di sini sebagai 

ruang penerimaan yang tulus di tingkat paling dekat dengan masyarakat, yang 

penting ada pembinaan yang memadai agar pendampingan yang diberikan benar-

benar sesuai dengan kebutuhan korban dan tidak justru menambah beban mereka. 

5.2.5. Bagi peneliti dan akademisi  

Peneliti dan akademisi, khususnya di IFTK Ledalero dan perguruan tinggi 

lainnya di Maumere, masih banyak dimensi dari persoalan perdagangan manusia 

yang belum dieksplorasi secara memadai: bagaimana dampak jangka panjang bagi 

korban dan keluarganya, bagaimana efektivitas program pemulihan yang sudah 

berjalan, dan bagaimana pola perdagangan manusia berubah di era media sosial 

yang semakin luas jangkauannya. Penelitian-penelitian lebih lanjut akan sangat 

membantu untuk mengisi kekosongan data yang ada dan memberikan pijakan yang 

lebih kuat bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. 

Pada akhirnya, penanggulangan perdagangan manusia di Maumere bukan 

hanya tugas satu pihak. Ini adalah tanggung jawab bersama: Gereja, pemerintah, 

masyarakat, dan seluruh jaringan yang peduli pada martabat manusia. Selama ada 

kemiskinan yang belum diatasi, selama ada kesenjangan informasi yang 

dimanfaatkan oleh para calo, dan selama hukum masih bisa dipermainkan, maka 
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tugas ini belum selesai. Yang perlu dijaga adalah semangat untuk terus bergerak, 

tidak menyerah pada korupsi dan ketidakadilan, dan tidak pernah berhenti 

memperjuangkan martabat setiap manusia yang diciptakan sebagai gambar dan 

citra Allah.  
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E. Wawancara  

Imakulata, Fransiska Ketua Koordinator TRUK-F. Wawancara, 25 Maret 2026. 

Maumere: Kantor TRUK-F. 

Role., Yanuarius Hilarius Ekonom Keuskupan Maumere, Wawancara 23 Mei 2026. 

Maumere. Puspas Keuskupan Maumere 

Hungan, Maria Hendrika Sekertaris TRUK-F,  Wawancara 23 Mei 2026. 

Maumere: Kantor TRUK-F. 

Raring, Vitalis Vande  anggota JPIC SVD Ende,  Wawancara 23 Mei 2026. 

Ledalero: Unit St. Paulus Ledalero 
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LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA 

Wawancara Sr. Fransiska Imakulata, SSpS 

1. Siapa saja yang menjadi korban utama dalam kasus kriminal perdagangan 

manusia, anak-anak? Wanita dewasa, pria dewasa, anak putus sekolah, 

anak miskin, atau semua korban ini merata dan tidak lebih dominan dari 

yang lain? 

2. Menurut pengamatan Anda, apa saja faktor  yang mendorong terjadinya 

perdagangan manusia di Maumere? 

3. Dalam pengalaman Anda, apakah ada praktik budaya atau tradisi lokal 

yang secara tidak langsung memfasilitasi perdagangan manusia di wilayah 

ini? 

4. Bagaimana cara kerja jaringan kejahatan terorganisir dalam praktik 

perdagangan manusia di Maumere? 

5. Menurut pengalaman dan pendapat anda dalam menangani kasus TPPO, 

apa saja bentuk-bentuk perdagangan manusia di Maumere ini? 

6. Bagaimana dampak perdagangan manusia terhadap korban berdasarkan 

kasus-kasus yang anda tangani? 

7. Dapatkah Anda menjelaskan dampak kesehatan yang dialami oleh korban 

perdagangan manusia, terutama mereka yang dipekerjakan di sektor 

tertentu? 

8. Bagaimana stigma sosial terhadap korban perdagangan manusia di 

Maumere dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses reintegrasi? 

9. Apa saja tantangan yang dialami selama menangani kasus-kasus TPPO di 

Maumere? 

10. Bagaimana dengan kerja sama yang dibangun antara Gereja, LSM, 

Pemerintah dan Penegak hukum dalam menangani kasus TPPO di 

Maumere? 
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Wawancara RP. Vitalis Vande  Raring, SVD dan Maria Hendrika Hungan 

 

1. Apakah ada materi khotbah, katekese, atau pendidikan umat yang secara 

khusus membahas TPPO dan hak-hak dasar manusia? Bagaimana respons 

umat terhadapnya? 

2. Hambatan apa yang paling sering ditemui ketika berkoordinasi dengan 

aparat penegak hukum atau instansi pemerintah dalam kasus-kasus TPPO? 

3. Bagaimana hubungan kerja sama dengan Caritas Indonesia, organisasi 

Katolik internasional, atau misi asing yang juga bergerak di bidang ini? 

4. Bagaimana pandangan Bapak tentang peran media sosial — yang sekarang 

sering menjadi sarana rekrutmen korban — dan langkah apa yang diambil 

Gereja untuk mengedukasi umat di ruang digital?  

5. Ke depan, program atau terobosan apa yang paling ingin Bapak wujudkan 

agar Keuskupan Maumere semakin efektif dalam melindungi warga yang 

rentan dari ancaman TPPO?  

6. Bagaimana bentuk kerja sama dengan pihak pemerintah daerah, kepolisian, 

dan Dinas Sosial dalam menangani kasus TPPO secara terpadu? 
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Wawancara RD. Yanuarius Hilarius Role. Pr 

 

1. Program atau inisiatif konkret apa yang telah dijalankan Keuskupan 

Maumere dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO? Misalnya: pusat 

rehabilitasi, hotline, pendampingan korban, dll. 

2. Bagaimana peran paroki dan komunitas biara dalam mendeteksi dan 

merespons kasus TPPO di tingkat akar rumput? 

3. Apakah ada materi khotbah, katekese, atau pendidikan umat yang secara 

khusus membahas TPPO dan hak-hak dasar manusia? Bagaimana respons 

umat terhadapnya? 

4. Bagaimana keuskupan mendampingi para korban yang sudah kembali ke 

komunitas — secara psikososial, spiritual, dan ekonomi — agar mereka 

dapat pulih dan mandiri kembali? 

5. Bagaimana bentuk kerja sama keuskupan dengan pemerintah daerah, 

kepolisian, dan Dinas Sosial dalam menangani kasus TPPO secara terpadu? 

6. Apakah keuskupan terlibat dalam jaringan atau koalisi anti-TPPO bersama 

organisasi masyarakat sipil, LSM, atau lembaga antaragama di NTT? 

7. Bagaimana hubungan kerja sama dengan Caritas Indonesia, organisasi 

Katolik internasional, atau misi asing yang juga bergerak di bidang ini? 

8. Hambatan apa yang paling sering ditemui ketika berkoordinasi dengan 

aparat penegak hukum atau instansi pemerintah dalam kasus-kasus TPPO? 

9.  Apakah keuskupan pernah melakukan advokasi kebijakan kepada 

pemerintah daerah atau DPRD untuk memperkuat regulasi atau anggaran 

penanggulangan TPPO di NTT? 

10. Bagaimana pandangan Bapak tentang peran media sosial — yang sekarang 

sering menjadi sarana rekrutmen korban — dan langkah apa yang diambil 

Gereja untuk mengedukasi umat di ruang digital? 
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